
3

BUPATI MAROS

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR : O" TAEUN 2O11

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS.

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal I ayat (7) Peraturan
Oaerah Kabuoaten Maros Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maros
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maros, maka dipandang
pedu menyusun Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Ker.ia

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Maros;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang peniabaran
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat ll di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 1822):
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3541) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor '10 tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 32 tahun 20(M tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);



5. Peraturan Pemerintiah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah ( Lombaran N€gara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antare Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi dan Pemerintah Dserah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737):

7. Peraturan PBmerintah Nomor 41 l6hun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Nogara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, (Tambahan Lembaran Nogara Republik Indonesia Nomor
4741);

8. Peraturan pemarintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara R€publik Indonesia tahun 2010 Nomor
74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2008 tentang
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7
Tahun 2008);

10. Peraturan Daerah Kabupalen Maros Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maros
(Lembaran Dearah Tahun 2008), sebagaimana telah diubah boberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 0g Tahun 2010 tentang
Perubahan Kedua aias Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Keria Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Maros (Lembaran Dasrah Kabupaten Maros Tahun 2010
Nomor 09).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAROS TENTANG PENJABARAN TUC,AS
POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maros;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah s€bagai unsur
p€nyelenggaraan Pemerintahan Daerah:

3. BupatiadalahBupatiMaros;

4. S€kretaris Daerah adalah S€kretaris Daerah Kabupaten Maros:

5. Degentralisasi adalah Penyerahan wswenang pemerintahanan ol€h p€merintah
kepada daerah otonom untuk mengafur dan mengurus urusen p€merintahan
dalam sbtem Negara Kesatuan Republik Indonesia

6. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari pemerintah keDada daErah dan /
atau desa dari pemerintah kabupaten untuk melaksanakan tugas terbntu



7. Badan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemb€rdayaan Perempuan,
merupakan unsur pelaksana Pemedntah Daerah yang dipimpin oleh seorang
Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Eupati melalui
Sekretaris Daerah Kabupaten Maros:

Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemb€rdayaan
Perempuan Kabupaten Maros:

Tugas Pokok adalah lKiar dari keseluruhan tugas iabatan;
Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan peniabaran dari tugas pokok

Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang
rnorupakan tugas pokok yang dilakukan pemcgang jabatan.

Kelompok Jabatan Fungsional, adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada
Badan Keluarga Berencana dan Pemb€rdayaen Psrempuan lGbuBaten Maro8.

tt.

9.

10.

11.

12-

BAB II
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUCAS

Bagian Pertama

Badan Keluerga Berencana dan Pomberd.yaan Porcmpuan

Pasal 2

(1) Badan Keluarga B€rencana dan Pemberdayean Perernpuan dipimpin oleh
Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok membanfu pimpinan dalam
menyelenggarakan urusan di bideng data dan informasi, keluarga berencana
dan keluarga sejahtera, pemberdayaan porompuan dan p€rlindungan anak
berdasarkan azas desentralisasi, dan tugas p€mbantuan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud ayat (1), Kepala Badan
mempunyai fungsi:

a. perumusan kebiiakan teknis di bidang keluarga berencana dan
pemberdayaan perempuani

b. penyel€nggaraan urusan sosial dan p€layanan umum di bidang k€luarga
berencana dan pemberdayaan perempuan;

c. pengkoordinasian pelaksanaan penyelanggraan pembinaan keluarga
berencana dan pemberdayaan perempuan;

d. penyelenggaraan fugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

(3) Uraian tugas Kepala Badan Keluarga B€rencana dan pemberqayaan
Perempuan sebagai berikut:
a. mengkoordinasikan penyusunan rencana stratogis (R9sta) dan rencana

kerja (Renja) badan keluarga berencana dan p€rnberdayaan
peremKpuan B€bagai pedoman dalam p€laksanaan tugas;

b. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum
dilaksanakan serla memberikan penilaian prestasi kerja;

c. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan membed petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan sohingga p€laksanaan tugas
berjalan lancafl

d. merumuskan, mengendalikan dan mangevaluasi penyelenggaraan
kebijakan di bidang data dan informasi, keluarga berencana dan lieluarga
sejahtera, psrgerakan masyarakat, pemberdayaan por€mpuan din
perlindungan anak;



)

e. mengkoordinasikan pelaksaanaan kegiaian pembinaan dan penyuluhan
keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;

f. mengkoordinagikan kegiataan pengelolaan dan analisa data yang
berbasis teknologi infomasi dan komunikasi sebagai bahan p€lapoEn
dan pengambilan kebijakan

9. menyusun laporan hasil pslaksenaan tugas dan membedkan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kobilakan;

h. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan ol€h atasan
sesuai bidang tugas untuk mEndukung kelancaran p€laksanaan tugas.

Pasal 3

Badan Keluarga Berencana dan Pembordayaan Perempuan terdiri dari :

a. Sekretariat;
b. Bidang Data dan Informasl;
c. Bidang Keluarga B€rencana dan l(eluarga Sejahtera;
d. Bidang Pemberdayaan Peranpuan
e. Bidang Perlindungan Anak;
f. Kelompok Jabalan Fungsional.

Pasal 4

(1) Sekretariat dip,impin oleh Sekrotaris yang mempunyal tugas pokok membantu
Kepals Badan delam mengkoordinasikan kegiatan, msmb6rikan pelayanan
teknis dan administrasi urusan umum dan kspegawaian, kEuangan serta
p€nyusunan progftlm dalam lingkungan badan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) S€kretaris mempunyai
tungsi:

a. p€ngkoordinasian polaksanaan kegialan;

b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan umum;

c. pengelolaan adminlstrasl keuangan;

d. pengkoordinasian dan penyusunan progEm serla pengolahan dan
penyajian data;

e. pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;

f. pelaksanaan tug88 lein yeng diberikan oleh atasan aesuai dengan tuges
dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Sekretaris sobagai.b€rikut :

a. menyusun rencana kegiatan Sekrotariat sebagai p€doman dalam
pelaksanaan tugas;

b. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah djn belum
dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;

c. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan membari petunluk
pelaksanaan tugas kepada bawahan s€hingga pelaksanaan tugas
be4alan lancar;

d. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang s€rta menyiapkan
bahan penyusunan program dinas;

e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas
sehingga teMujud koordinasi, sinkronisasi dan intograsi pelaksanaan
kegiatan;



l.

n.

t.

t.

mengkoordinasikan p€nyusunan dan pelaksansan Standar Op€Esional
Prosedur (SOP) setiap kggiatal badan keluarga berencana dan
pemberdayaan perempuan ;

mengkoordinasikan pelaksanaan, pengendalian, dan ovaluasi
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kineria lnstansi Pemerintah (LAKIP);

melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas dan kegiatan dari Sub
Bagian Program

melaksanakan dan mongkoordinasikan pelayanan administrasi umum
dan kepegawaian;

melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi
Keuangan;

melaksanakan dan mengkoordinasikan p€laksanaan p€mbinaan
organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan dinas;

melaksanakan dan mengkoordinasikan p€laksanaan urusan rumah
tangga dinas;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memb€dkan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebiiakan;

)

n. melaksanakan tugas kodinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
lugas.

pasal 5
Sekretariat ierdiri dari :

a. Sub Bagian Program;
b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
c. Sub Bagian Keuangan.

Bagian Kotiga
Sub Baglan Program

pasal 6
(1) Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai

tugas pokok membanlu Sekretaris dalam melakukan pembinaan, koordinasi,
monitoring dan evaluasi program.

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) sebagai berikut:

a. menyusun rencana strategis (R€n6tra) dan r€ncana keda (Renja)
kegiatan dinas kebudayaan dan pariwisata sebagai podoman dalam
pelaksdnaan tugas;

b. membr:rr petunjuk, bimbingan teknis, pengawasan dan p€nilaian kinerja
kepad.r bawahan sehingga pelaksanaan tugas bedalan lancar;

c. mengk rordinaeikan, manyiapkan bahan dan melakukan penyuaunan
peren( .rnaan program dan anggaran;

d. menyr,ri,kan bahan dan menyusun dokurnen pelaksanaan kegiatan dan
angg.r r);

e. mengl . pun dan menyaiikan data dan informasi program dan kegiatan
dtnas:

f. mengelola dan melakukan p€ngontbangan sistem p€nyajian data
berbasis taknologi informasi;

g. menyusun laporan hasil pslaksanaun tugas dan memborikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagal bahan perumusan kebijakan;



(1)

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya untuk mendukung k€lancaran Pelaksanaan
tugas.

Sub Bagian Kepogawaian dan Umum
Pasal 7

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang

mempunyai lugas pokok membantu Sekretaris dalam mengelola administrasi

kepegawaian melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan'

pemaliharaan dan penghapusan barang, serta urusan rumah tangga

Uraian tugas kepala Sub Bagisn Kepegawaian Dan Umum sebagai berikul:

a. menyusun renctna kcgiatgn sub baolen kepcgawsian dan umum
sebagai pedoman dalam p€laksanaatt tugas;

b. memberi petuniuk, bimbingan teknls, pongawasan dan penilaian kineda
kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas be.ralan lancar;

c. menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun dafrar hadir p€gawai;

d. menyusun Standar Operasional Prosodut (SOP) setiap kegiatan dinas
kebudayaan dan pariwisata:

e. menyiapkan bahan laporan
(LAKTP);

akuntabilitas kinerja instansi pemedntah
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f. menyiapkan bahan dan mengelola
perjalanan dinas pegawai;

g. menyiapkan bahan dan menyusun rcncana
dan bezetting pegawai;

h. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi
usul kenaikan pangkat, porpindahan, pcnsiun, pcnilaian pclakranaan
pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin, masa kerja, p€ralihan status,
dan layanan administrasi ksp€gawaian lainnya:

i. menyiapkan bahan usulan pemberian tanda psnghargaan dan tanda iasa
pegawai negeri sipil;

i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, p€ningkaian
kompetensi, disiplin dan kes€jahteraan pegawai nogeri sipil;

k. mengembangkan p€nerapan sistem infomasi kepegawaian berbasis
teknologi informasi;

l. melakukan administrasi, pengklasifikasian dan pendistribusian surat
masuk dan keluar menurut ienisnya;

m. menata dan melakukan pengarsipan naskah dinas dan pengelolaan
perpustakaan;

mempersiapkan pelaksaanaan rapat dinas, upacara bendera,
kehumasan, dan keprotokolan;

mengelola sarana dan prasarrana serta melakukan urusan rumah tangga
dinas:

menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan,
pendistribusian, pemoliharaan, inventarisasi dan p€nghapusan barang;

menyiapkan bahan dan menyusun danar inventarisasi baEng serta
menyusun laporan barang invantaris;

sufat tugas dan

informasi jabatan,



?.

r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perum$an kebiiakan;

s. melakukan tugas kedinasan tain yang diperintahkan oleh atasan s€suai
bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksenaan tuga8.

Sub Bagl.n Kauangan
Pasal E

(l) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kcpala Sub Bagian yang mcmPunyai
tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan p€nata usahaan
keuangan badan dan sebagai tugas pengguna anggaran karena iabaiannya
ditetapkan pula sebagaipeiabat penatausahaan keuangan (PPK) Badan.

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaib€dkut:

a. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Ppelaksanaan
Anggaran (DPA) lingkup Badan Keluarga Berencana dan Pembsrdayaan
Peremouan:

b. memberi petuniuk, bimbingan teknis, pengawasan dan p€nilaian kineria
kepada bawahan sehingga p€laksanaan tugas bedalan lancar;

c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan p€nyaiian
data keuangan;

d. melakukan pengendalian keuangan lingkup Badan Keluarga Berencana
Dan Pemberdayaan Perempuan;

e. melaksanakan pengendalian pengeluaran kas (cash flow);

i menyusun dokumen terhadap pensrbitan surat perintah membayar (SPM)
lingkup badan keluarga berencana dan remberdayaan perempuan;

g. melaksanakan penguiian daD analiEa Sural peintah Membayar (SPM),
Uang Persediaan (UP) Ganti Uang Porsediaan (GU), Tambahan Uang
Persediaan (TU) dan Langsung (LS) yang diaiukan obh Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) lingkup Badan Keluarga Berencsna Dan Pemberdayaan
Perempuan;

h. membuat laporan bulanen realisesi anggaran belania rn€nurut rekening
berdasarkan p6ngeluaran SPM;

i. melaksanaan urusan pengelolaan gaji dan melabanakan penggajian;

i. melaksanakan proses adminislrasi terkait dengan penatausahaan, tata
laksana dan pengelolaan keuangan Badan;

k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan membedkan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumausan kebijakan;

L melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sosuai
bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaks€naan fugas.

Bagian Koompat
Bldang D.t d.n Informasl

Pasal 9

(1) Bidang Data dan Informasi dipimpin oloh K€pala Bktang yang mempunyai
tugas pokok membantu Kepala BEdan dalam p€rencanaan dan pengawasan,
menyiapkan bahan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis data dan
informasi.



(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud ayat (1), Kepala Bidang
mempunyaifungsi :

a. pelaksanaan penyiapan, pengkajian bahan koordinasi, fasilitasl advokasi
dan analisis rumusan kebijakan bidang p€laporan dan pongelolaan data,
data dan evaluasi program ;

b. penyusunan rencana kerja dan pongelolaan data dan informasi yang
menyangkut di bidang pelaporan dan pongelolaan data, data dan
evaluasr program ;

c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan percncanaan yang
menyangkut program dan kegiatan di bidang pelaporan dan pengelolaan
dala, data dan evaluasi prog]am :

d. perumusan kebijakan di bidang kebiiakan data dan informasi, keluarga

berencana dan keluarga sejehtera, pemberdayaan perenrpuan dan
perlindungan anak;

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sssuaidengan bftJang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Oata dan Infotmasi sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Data Dan Informasi sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas:

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan fugas dan
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang talah dan b€lum
dilaksanakan s€rta memberikan penilaian prestasi keda;

mendistribusikan lugas-tugas tertentu dan memberi petuniuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelakeanaan tugas
berjalan lancar;

menyusun dan menetapkan kebijakan tcknb di bidar€ data dan
informasi:

a (3)

b.

d.

)j

e. merencanakan dan menyelenggarakan urusan p€layanan umum
dibidang data dan infomasi meliputi koluarga berencana dan keluarga
seiahtera, penggerakan masyarakat serta p€mberdayaan perempuan
dan pedindungan anak:

f. menetapkan koordinasi kobiiakan dan pengembangan sistem data dan
informasi:

g. melaksanakan program dan ksgiatan dibidang data dan informasi
keluarga berencana dan koluarga 8oiahtara, penggErakan masyarakat
serta pemberdayaan perempuan dan porlindungan anak;

h. melakukan moniloring dan 6valuasi keglalan dibidang data dan informasi;

i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang data dan infomasi
dan memberikan saran psrtimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan;

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya unluk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas.

Pasal l0

Biiang Data dan Informasi terdiri dari :

a. Sub Bidang Pelaporan dan Pengelolaan Data;
b. Sub Bidang Data dan Evaluasi.



)o

Sub Bidang Poleporen dan Ponoololaan D.ta
Pasal 11

(1) Sub Bidang Pelaporan dan Psngelolsan Data dipimpin oleh Kepala Sub

Bidang yang mempunyai tugas pokok ntombantu Kepala Bidang dalam
melakukan pembinaan, koordinaSi, monitoring dan evaluasi pelaporan dan
pengelolaan data.

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pengelolaan Data s€bagai
berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pelaporan Dan Pengelolaan
Data sebagai pedoman dalam p6lak8snaan tugas:

b. memberi petunjuk, bimbingan toknis, p€ngawasan dan penilaian kineria
kepada bawahan s€hingga p€laksanaan tugas berialan lancar;

c. membina, mengkoordinasikan dan molaksanakan kegiatan pencatatan,
pengarsipan dan pengolahan daia:

d. mengkoordinasikan dan melaksanakan pelaporan dan pengelolaan data
berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi OIK);

e. melakukan kegiatan p€ngolahan dan analisa data untuk bahan p€laporan
dan pengambilan kebiiakan:

f. mengkoordinasikan kegiatan pendataan dan pengambilan data;

g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan p€rumu8an kebijakan;

h. melaksanakan tugas kedinesan lain yang dipedntahkan olBh atasan
sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran p€laksanaan
rugas.

Sub Bidang Dat D.n Eveluall
Pasal 12

(1) Sub Bidang Data Dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan
pembinaan, koordinasi, monitoring data dan evaluasi.

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Data dan Evaluasi s€begai b€tikut :

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Data Dan Evaluasi sobagai
pedoman dalam p€laksanaan tugas;

b. memberi petunjuk, bimbingan teknis, pengawasan dan p€nihian kineda
kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas bedalen lancar;

c. mengumpulkan data data yang berkaitan dengan keluarga berencana
dan pemberdayaan p€rempuan;

d. Menyediakan data dan Infomasi yang akurat mengenai masalah
dibidang keluarga berencana dan p€mberdayaan perempuan;

e. melaksanakan kegiaian dibktang data dan e\raluali:

f. melakukan monitoring dan evaluasi p€nyelenggraan program dan
kegialan dibidang data dan evaluasi;

g. melaksanakan p€ngumpulan data data dan evaluasi program berbasis
Teknologi Infomasi dan Komunikasi ( TIK );

h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan s€bagai bahan perumusan kebiiakan;

i. melaksanakan tugas kedinasan luhr yang dip€rintahkan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya untuk nnndukung k€lancaran p€laksanaan
tu9as.
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Bagian Kollma

Bidang Kolu.rga Bot€nc.na d.n Keluarg. SeJ.htetr

Pasal 13

(1) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dipimPin oleh Kepala
Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam
perencanaan dan p€ngawasan, manyiapkan bahan dan penyusunan
pedoman dan petunjuk teknis oporasional keluarga berencana dan keluarga
seiahtera.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud ayat (1), Kepala Bidang
mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyiapan, pongkaiian bahan koordinasi, tasilitasi advokasi
dan analisis rumusan kebiiakani

b. penyusunan rencana kerja dan pongololaan data dan informasi,

c. pelaksanaan dan pengoordinasian ponyusunan p€rencanaan kebijakan
d. perumusankebiiEkan;

e. pelaksanaan lugas kadinasan lain Be8uaidengan bidang tugasnya.

(3) Uiaian tugas Kepala Bidang Keluarga Boroncana dan Kdua€a Sejahtera
sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiaten Bidang Keluarga 8€r€ncana sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. memantau, mengawasi dan mongevaluasi p€laksanaan tugas dan
kegiatan bawahan untuk mengeiahui tugas-tugas yang t6lah dan belum
dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi keria;

c. mendistribusikan tugas-tugae lertentu dan memb€ri petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga p€laksanaan tugas
berialan lancar;

d. menyelenggarakan kegialan pembinaan dan penyuluhan kepada
masyarakat menyangkut keluarga berencana dan p€ningkatan taraf
hidup masyarakat ;

e. menyelenggarakan pelayanan umum di bidang kelua€a b€rsncana dan
keluarga sejahtera:

i melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna mendukung
kelancaran tugas dibidang keluarga berencana dan keluarga seiahtera i

g. m',lakukan monitoring dan evaluasi lerhadap penyelenggaraan program
kugiatan;

h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan mernb€rikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

i. melaksanakan lugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas.

Pasal 14

Bidang Keluarga Berenoana dan Keluarga Sejahtera terdiri dan :

a. Sub Bagian Opcrasional Keluarga Berencana / Keluarga Sejahters
b. Sub Bagian Ponggorakan Masyarakat.



Sub Bidang Operalion.l Kolu.rge Borancanr
D.n Kolu..ga Sgiohtera

Pasal l5

(1) Sub Bidang Operasional Keluarga Berencana dan Kgluarga Ssjahtera
dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok mcmbantu
Kepala Bidang dalam mslakukan pembinaan, koordinasi, monitoring ,evaluasi
keluarga berencana dan k€sehatan reproduksi seria keluarga s€jahtera dan
pemberdayaan keluarga.

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Operasional Keluarga B€rencana dan
Keluarga Sejahtera s€bagai borikut :

a. menyusun renc€na kegiatan sebagai pedornan dalam pelakanaan
tugas;
memberi petunjuk, bimbingan teknis, pengawasan dan p€nilaian kin€rja
kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

membuat program kegiatan sssuai dengan r€ncana k€giatan yang t€lah
disusun:

melakukan koordinasi pembinaan torhadap penyuluh KB, pessrta KB
aktif, konseling dan ksluarga serahtera;

melakukan monitoring dan evaluasi torhadap program oporasional
Keluarga B€renc.na Oan K.lu.rge Seiaht3ra (KB/KS);

melakukan polaksanakan, alkon, pelayanan tim KB ksliling, dan
konseling, kontrasepsi mantap Keluarga Berencana Dan Keluarga
Se.iahtera (KB/KS);

melaksanakan penaggulangan efek samping , komplikasi d8n kegagalan
kontrasepsi keluarga beroncana ;

melakukan koordinasi kemitraan dengan lembaga lain dalam
melaksanakan program dan kogistan;

memberikan infomasi obyektif, mudah dimengerti dan diingat serta tidak
berlebihan dan mampu menlola8kan berbagai mekanisme dan
ketersediaan metode kontrasepsl;

membina kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga S€rahtera
(UPPKS) dan pelatihan bagi pengurus k€lompok UPPKS dan p€mberian
modal;

melakukan peningkatan, pemasarsn hasil produksi kelompok UPPKS
melalui pameran;

menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan bidang operasional KB/KS dan meniapkan bahan p€ttniuk
permecahan masalah.

menyusun laporan hasil p€laksanaan fugas dan memb€rikan ssran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebiiakan;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran palaksanaan
tugas;

Sub Bidang Ponggorakan Masyarakat
Pasal 16

h.

n.

f.

a.

m.

(1) Sub Bidang Penggerakan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam pembinaan
perencanaan dan pongawasan, ponyusunan pedoman dan petuniuk tgknis
penggerakan masyarakat.



o

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Penggerakan Masyarakat sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. memberi petuniuk, bimbingan t€knis, p€ngawasan dan penilaian kineria
kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas belialan lancari

c. memberikan penyuluhan kopada masyarakat tentang k€luarga
berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;

d. Memberikan pembinaan kepada masyarakat tentang kBluarga
berencana dan peningkaian taraf hidup masyarakat ;

e. Melakukan penggiatan pemb€rdayaan poEnan masyarakat;

i Memfasilitasi kegiatan pembinaan, penyuluhan dan pemberdayaan
peranan masyarakat;

g. melaksanakan evaluasi dan koordinasi tarhadap p€laksanaan kebijakan
di bidang penggerakan masyarakat;

h. melaksanakan fasilitasi urusan kegiatan di bidang p€nggerakan
masyarakat;

i. melaksanakan koordinasi dengan instansi pusat dan satuan keria
perangkat daerah tingkat kabupaten dan organisasi sosial masyarakat
menyangkut kebiiakan teknis di bidang p€ndampingan dan
pemberdayaan peranan masyarakat, advokasi dan KIE;

i. menyusun laporan hasil palaksanaan tugas dan memberikan saran
pertlmbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dip€rintahkan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelencaren p€hksanaan
tugas.

Bidang Pembsrdayaan PelEmpu.n
Pasal 17

(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok membanlu Kepala Eadan dalam melakukan
pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang p€ngarusutamaan
genoer_

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat ('l) Kepala Bidang
mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebiiakan teknis di Bidang;

b. penyusunan rencana program dan rencana keda anggaran di Bidang;

c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengarusutamaan;

d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan rnediasi palaksanaan kebilakan
pengarusutamaan Gender (PUG);

e. pelaksanaan fasilitasi penguatan dan p€ngembangan mekanisme;

f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi polaksanaan kebijakan, program
dan kegiatan yang responsif gendgr.

(3) Uraian tugas K€pala Bidang P€mberdayaan Peompuan sebagEi b€rikut :

a. menyusun rencana kegiatan sebagai p€doman dalam pelaksanaan
lugas;

b. memantau, mengevaluasi dan memberi petuniuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berialan lancar;



d.

s.

mendistribusikan tugas-tugas tert€ntu dan memberi petuniuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan s€hingga p€laksanaan tugas
berjalan lancar;

merumuskan dan mongumpulkan bahan-bahan P€mbinaan dan P€tunjuk
teknis di bidang pomb€rdayaan pdompuen;

e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, ovaluasi dan mediasi p€laksanaan
kebijakan kegiatan:

melaksanakan pembinaan, pematauan, p€ngawaaan dan p€ngondalian
dibidang pengarusutamaan gonder 8orl8 kualitas huup dan p€rlindungan
perempuan;

melaksanakan koordinasi dengan instansi pusat dan satuan kerja
perangkat daerah iingkat kabupatan dan organisasi sooial masyarakat
menyangkut kebijakan teknis di bidang pemb€dayaan perempuan;
pelaksanaan penyaiian data dan informasi dibidang pengarusutamaan
gender serta kualitas hidup dan potlindungan perempuan;

menyusun laporan hasil p€laksanaan tjgas dan m€mb€rikan saran
pertimbangan kepada atasan ssbagai bahan p€rumus€n kobijakan;

,o

j. melaksanakan tugas kedinaean lain yang dip€dntahkan olgh ata6an
sssuai bidang tugasnya untuk mgndukung kelancaran pelaksanaan
tugas.

Sub Bid.ng Pongnrusutamarn Ggnder
Pasal 18

(1) Sub Bidang Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh l(€pala Sub Bagian
yang mempunyai tugag pokok membanlu Kopala Bidang dalam
melaksanakan percncanaan, p€laksanaan, p€manbuan dan svaluaei guna
tercapai kesetaraan dan keadilan gendor dalam seiumlah aspek kehidupan
manusia melalui k€bilakan dan program yang memp€fiatikan p€ngalaman,
aspirasi, kebutuhan dan pemesalahan p€rempuan dan laki-laki.

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bidang sebagaib€rikut:
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bitang s€bagai p€doflran dahm

pelaksanaan tugas;
b. memberi petunjuk, bimbingan teknis, pengavyasan dan p€nihian kinerja

kepada bawahan s€hingga p€laks€naan tugas b€rjalan lancan
membual program kErja dan kEgiatan pada s€Kor p€mbangunan dengan
memperhatikan dimensi /asp€k gender;

Melakukan pelayanan publik dan p€rundang undangan yang adil dan
responsif gender yang akan membuahkan manfaat yang adil bagi samua
rakyat perempuan dan laki-laki;

Melakukan upaya p€mecahan p€masalahan dan memahami ada atau
tidaknya sebab - s€bab tsrjadinya ketilakseta|aan dan kotidakadilan
gen0er;

merumuskan dan mengumpulkan bahan-bahan p€mbinaan dan p€tun uk
teknis tentang upaya menegakkan hak-hak perempuan dan laki-lakiatas
kesempalan yang sama, pengakuan dan p€nghargaan yang sama
dimasyarakat;

menyiapkan bahen fasilitasi p€nguaten dan pengombangan mekanisn€
p€ngarusutamaan gender pada lembaga p€medntahaan, lembaga non
pemerintahan;

menyusun modul pelatihan dan paduan p€ngurusatamaan gsnder;

Melakukan kajian / evaluasi dan pengembangan bidang sbetegis dalam
pelaksanaan p€ngaruautamaan g€ndori

t.

n.

i.

L

o.



j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan Saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan p€rumusan kebi.iakan;

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dipedniahkan ol€h atasan
sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
rugas.

sub Bidang kualitss hldup dan porlindungan p€Fmpu.n

Pasal 19

(1) Sub Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan oleh Kepala Sub
Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam
pembinaan perenoanaan dan p€ngawasan, penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis kualitas hidup dan perlindungan perempuan;

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Kualitas Hidup dan Pedindungan
Perempuan sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tu9as;
memberi petuniuk, bimbingan tgknis, pongawasan dan penilaian kineda
kepada bawahan sehingga pelakeanaan tugas berjalan lancar;

Menyiapkan bahan fasilitasi upays peningkatan kualitas hidup
perempuan dalam kebijakan bidan0 porrdidikan, kesehatan, ekonomi, hak
azasi manusia lingkungan dah soslol budaya;

Menyiapkan bahan fasilitasi pengintsgrasian dan koordinasi pelaksanaan
kebijakan perlindungan terutama perlindungan tefiadap kekerasan,
tenaga ke4a perempuan dan anak, perempuan lansia dan p€nyandang
cacat;

merumuskan dan mengumpulkan bahan-bahan pembinaan dan p€tuniuk
teknis tentang upaya meningkatkan kualitas h'tdup dan prlindungan
perempuan

d.

oo

f. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi

g. menyusun laporan hasil pelakaanaan tugas dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sobagai bahan perumusan kebiiakan;

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran polaksanaan
tugas;

Bidang Porllndungan Anak
Pasal 20

(1) Bidang Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan p€r€ncanaan,
p€laksanaan, pemantauan dan evaluasi advokasi pedindungan anak;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud ayat (1), Kepala Bidang
mempunyai tungsi :

a. Penyusunan bahan p€rumusan kebijakan teknis;

b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran;

c. Pengkoordinasianpelaksanaantugas;

d. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan

perlindungan anak;

e. Pelaksanaan fasilitasi penguaian dan pengembangan mekanisme;



ao

i Pelaksanaan koordinasidanfasilitasi pelaksanaan kebilakan, program
dan kegiatan;

(3) Uraaan tugas Kepals Buang Perlindungan Anak s€bagai bsrikut :

a. menyusun rencana kegiatan Eidang Pemberdayean PsFmpuan dan
perlindungan anak sobagai pgdoman dalam p€lakganaan tugag;

b. memantau, mengevaluasi dan memberi p€tunjuk p€laksanaan tugas
kepada bawahan s€hingga pelaksanaan tugas beaialan lancar;

c. mendistribusikan tugas{ugas tertentu dan memb€ri petuniuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan s€hingga polaksanaan tugas
bgrjalan lancar;

d. pelaksanaan p€nyusunan penetapan kebijakan daerah tentang
kesejahteraan dan pedindungan anak;

e. pelaksanaan monitoring ovaluasi dan pelaporan dibidang perlindungan
anak meliputi advokasi, konseling dan KlE, s€rta ke€oiahtgrean dan
perlindungan anaki

f. pelaksanaan p€nyajian daia dan informasi dibidang p€dindungan anak;

9. melaksanakan pombinaan terhadap pelaksanaan kebirakan dibk ang
perlindungan anak;

h. melaksanakan fasillt€si urusan kegiatan di bidang p€mberdayaan
perempuan dan perlindungan anak:

i. menyusun laporan hasil p€laksanaan tugas bidang p€mb€adayaan
perempuan dan advokasi pedindungan anak dan memb€rikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan ksbljakan;

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dip€rintahkan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya untuk mendukung k€lancaran p€lak8anaan
tugas.

Sub Bldeng Advok l konlollng dsn KIE
Pasel 21

(1) Sub Bidang Advokasi Konseling dan KIE dipimpin oleh Kepala Sub Bidang
yang mempunyai tugas pokok m€mbanu Kepala Bidang dalam melakukan
p€mbinaan, koordinasi, monitoring dan ovaluasi advokasi pedindungan
anaK.

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bidang AdvokaEi dan Komunikasi, lnformasi dan
Edukasi (KlE) sebagai b€rikut:

menyusun rencana kegiaian bidang advokasi dan Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KlE) s€bagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
memberi petunjuk, bimbingan teknis, p€ngawasan dan p€nilaian kineia
kepada bawahan sehingga p€laksanaan tugas berialan lancar;
menyiapkan, mengumpulkan dan mengoordinasikan bahan-bahan
pedoman pelaksanaan leknis advokasi dan Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KlE);

mempersiapkan bahan p€mbinaan, fasilitasi kegiatan advokasi,
konseling d.Ir Komunikasi, Informasidan Edukasi (KlE);

menyiapkan bahan pengolahan data, saran, pertimbangan serta
penyiapan i.,.'ordinasi kegiatan den penyusunan laporan progrrm kualltrs
hidup dan ,',lvokasi, kons€ling dan Komunikasi, Infomasi dan Edukasi
(KrE);

mempersiapkan bahan-bahan koordinasi lintas s€ktor dan raoat
koordinasi yang menyangkut kualitas hidup dan advokasi, konsoting dan
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KlE);

a.

b.

o.

l.



g. menyiapkan bahan dalam rangka upaya _ upaya
kegiatan;

n. mempersiapkan behan koordinasi dengan instansi
lainnya serta pemerintah kabupaten;

i. memperciapkan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan
Keg|atan;

pengembangan model

pusat, instansi terkait

menyusun taporan hasil pslaksanaan tugas dan memb€rikan saranpertimbangan kepada atasan s€bagai b"n"i p".lnu""n i"ui"i!n; -'
melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan s€sualbidang tugasnya unluk mendukung kstancaran petatsanaan iuiai. 

--'

Kepala Sub Bidang Kolehjahtorean dan pe.lindung.n Anak
paaat 22

(1) l:l "t,j:::,:::Iip'.*i,111 
perrindunsan Anak dipimpin oreh Kepah

3:?.1'1,::r^Hg::Tp.Ayl1ry93' porcr, fi 
"ml"ntu 

ru;;6' ffift 'lr.efi'fi

lll*jj:^i.f:yi-l1 kodrdinaii, .bnito,ins-d;n-"ul;;5i' tI6;H;::lidan perlindungan anak.

ao

(2) Uraian tugas Kepata Sub
sebagai berikut :

Eidang Kesehjahteraan dan p€rlindungan Anak

tugas
dangan

a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelakganaan
tugas;

O ii:19:r: petunjuk, bimbingan teknis, pengawasan dan penitaian kin€riakepada bawahan sehingga pelaksanaan tulas Oe4alan laircai; 
'-" '

". l1an1Fnl . 
mengumpulkan dan mengoordinasikan bahan+ahanpedoman petaksanaan teknis kesajahteraaiOan peainaungan-ai"f:

d. memp€Biapkan bahan pembinasn, fasilit'"i kegiatEn kesaiahtoraan danperlindungan anak:
t lTyi:$", -!:han .pengotahan .datia, saran, pertimbangan serta

!:y1il9l koordinasi kegiatan dan penyusunan r"por"ri-progr"rnpemberdayaan perempuan;
f. memp€rsiapkan bahan-bEhan koord.inasi- linta8 s€Kor dan rapat

9:ldT3^_y319. menyanskur ruarus nuup, r"i"i"hr"-,J"n 
""npentndungan anak;

n.

mempersiapkan bahan koodinasi dengan instansi pusat, instansi tsrkait
:]l,ll: ::'1" pemedntah kabupeten yang menyangiut lesalafrteraan ainpefltndungan enak;

l1"jll",!l taporan. hasil petaksanaa|l tugas dan memb€rikan saranpenrmbangan kepada atasan sobagat l,otrai perumuJn ie-u!"iii, 
*'-

ff1"391-li9* kedinasan lain yans diporintahkan oteh atasan sesualoroang tugasnya untuk mendukung ketancaran pelaksanai;td;;. ---'"

o.

BAB III
KELOIPOK JAAATAN FUNGSIONAL

pasat 23

Kelomlgk. Jabatan Fungsional mampunyai tugas melaksanakanpemerintahan daerah, sesuai bidang fungsi masing_irasing il;;;"
keahlian dan kebutuhan.



Pasal 24

(1) Kelompok jabatan fungsional dimaksud pada pasal 23 terdiri dari serumlah
tenaga dalam .ieniang jabatan fungBional yang tebagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahlianya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh
seorang tenaga fungsional senior yang dltur)juk oleh Sskretaris Daerah atas
usul dan bertanggung iawab kepada Kapala Badan.

(3) Jumlah jabatan fungsional dimaksud ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban keda.

(4) Jenis ieniang dan pembinaan jabatan fungsional dimaksud ayat (1) pasal ini,
diatur sesuai dengan perundang-undangan yang b€daku.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEiIBERHENTIAN DALAM JABATAN

(1)

Pasal 25

Kepala badan diangkat dan diberhentikan oleh bupati dari PNS yang
memenuhi syarat atas usul sekreiaris daerah selaku ketua tim
BAPERJAKAT selelah berkonsultasi secara tortulis dengan Gubemur
Sulawesi Selatan bagi pelabat yang dipromosikan.

Sekretaris, dan kepala bidang, diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas
usul sekretaris daerah selaku ketua tim BAPERJAKAT dengan
sepengetahuan Kepala Badan.
Kepala sub bagian,sub bidang dan kepala UPT diangkat dan diberhentikan
oleh Sekretaris Daerah selaku ketua tim BAPERJAKAT atas pelimpahan
ker/r€nangan Bupati.

(2)

(3)

ao

(4) Pejabat fungsional pada badan diangkat dan diberhontikan oleh Bupdi atas
usul Sekretaris Daerah selaku ketua tim BAPERJAKAT berdasarkan
peraluran perundang- undangan,

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya s€tiap pimpinan unit organisasi dan kelompok
jabatan tungsional wajib m€nerapkan priBip koordingsi, integresi den sinkronistsi
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam
lingkup pemerintah daerah s€rta dengan Instansi lain diluar pemerintah daerah
sesuai dengan tugas masing-masing .

Pasal 27

S€tiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing
dan .apabila teriadi penyimpangan agar mengambil langiah-tangGh yan!
dipedukan sesuai dengan perafu ran perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam unit kerja bedanggung jawab memimpin
dan. mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bi;bingin serta petunjuk
bagi pelaksanaan tugas bawahannya.



ao

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan
berkala tepat pada waktunya.

Pasal 30

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 31

Dalam menyampaikan laporan masing-mo$xtl, kopada atasan, tembusan laporan
wajib disampaikan kepada satuan organisaai lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan
masing - masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat berlakunya peraluran bupati ini, maka keputusan atau peraturan bupati
yang mengatur hal yang sama yang bertentangan dengan peraturan ini
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahui, memedntahkan pengundangan peraturan ini
dengan menempatkannya dalam Beriia Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros

Digndangkan di Maros
'eada tanqgil f Januali 2011
SEIRETARIS DAERAH,
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